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ABSTRAK 
 
HALIA ASRIYANI (B111 09 424) Kewenangan Pengawasan Dinas 
Tenaga Kerja Kota Makassar Terhadap Sistem Alih Daya Di Kota 
Makassar, di bawah bimbingan dan arahan Marwati Riza selaku 
Pembimbing I dan Muh. Hasrul selaku Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 
kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassaar dalam melakukan 
pengawasan terhadap sistem alih daya yang ada di Kota Makassar dan 
untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Tenaga Kerja 
Kota Makassar dalam melakukan pengawasan terhadap sistem alih daya 
di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan 
melibatkan Pejabat Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar dan beberapa 
tenaga kerja alih daya sebagai responden. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah melakukan penelitian lapangan berupa pengamatan disertai 
wawancara, menelaah data-data statistik yang diperoleh dari berbagai 
sumber dan mempelajari sejumlah literatur yang berkaitan dengan topik 
permasalahan. Setelah itu data yang diperoleh dianalisis dengan 
pendekatan kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Dinas Tenaga Kerja 
Kota Makassar belum maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap 
sistem alih daya  di Kota Makassar. Peraturan yang telah dikeluarkan oleh 
pemerintah sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penmgawasan 
sistem alih daya belum diimplementasikan dengan baik. Faktor-faktor 
yang mempengaruhi hal tersebut adalah jumlah tenaga pengawas yang 
minim, sistem pemberian izin operasional perusahaan dan alur koordinasi 
pengawasan antara pusat dan daerah yang kurang efektif. 
 
 
 
 
 
vi 
ABSTRACT 
 
HALIA ASRIYANI (B111 09 424) the authority of Labor Department of 
Makassar in monitoring the outsourcing system in Makassar, under 
the guidance Mrs. Marwati Riza as the 1st supervisor and Mr. Muh. 
Hasrul as the 2nd supervisor.  
This research purposes to know how far the authorities of Labor 
Department of Makassar in monitoring the outsourcing system in 
Makassar and to know the factors that influence Labor Department of 
Makassar. This kind research was done in Makassar and involves the 
Labor Department functionary of Makassar and outsourcing labors as a 
respondent.  
The method of collecting data in this research is field research 
such as observation and interview; analyze statistics data that obtained 
from various sources and in depth the literature that relates with the topic. 
Afterward, the data is to be analyzed with qualitative approach and 
presented descriptively.  
Be based on this research, the Labor Department does not have 
maximum custody in outsourcing system in Makassar. The regulation 
which has been issued by the government as the guideline for monitoring 
and carrying out of outsourcing system has not been implemented yet 
well. The elements that influence it are a fewmonitoring officers, system of 
corporate operational giving and the ineffective flow of the monitoring 
coordination between local and central government. 
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KATA PENGANTAR 
 
 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang meski dengan 
pujian apapun tak akan cukup untuk memuji keagungan dan 
kebesaranNya. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad 
SAW beserta keluarganya, manusia suci dan sempurna di muka bumi ini. 
Skripsi berjudul Kewenangan Pengawasan Dinas Tenaga 
Kerja Kota Makassar Terhadap Sistem Alih Daya Di Kota Makassar 
merupakan hasil penelitian yang lahir dari sebuah kegelisahan penulis 
pada nasib kaum buruh berdasarkan sistem alih daya atau yang biasa 
disebut dengan outsourcing yang ada di Indonesia, khususnya di Kota 
Makassar. 
Sebuah diskusi yang pernah penulis lakukan dengan seorang 
buruh yang berasal dari sistem alih daya membuat penulis menyadari ada 
begitu banyak masalah yang terjadi dalam sistem alih daya tersebut, 
utamanya dalam pemenuhan hak-hak buruh. Secara administratif, telah 
diketahui bahwa pihak yang paling berwenang untuk mengawasi dan 
menjamin kehidupan yang layak bagi buruh tersebut adalah pemerintah, 
dalam hal ini DInas Tenaga Kerja. Meskipun demikian keberadaan Dinas 
Tenaga Kerja ditengah-tengah permasalah buruh yang banyak terjadi 
membuat penulis bertanya-tanya tentang sistem pengawasan yang 
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dilakukan oleh DInas Tenaga Kerja. Maka dari itu, penulis tertarik untuk 
mengangkat masalah ini dalam sebuah karya ilmiah. 
Dalam pembuatan karya ilmiah ini, bukan berarti penulis tak 
menemui hambatan. Namun hambatan-hambatan tersebut Alhamdulillah 
dapat teratasi berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka 
dari itu, sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A.  selaku Rektor 
Universitas Hasanudiin, 
2. Prof. Dr. A. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
3. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H,. M.Si. selaku Pembimbing I dan 
Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah 
mencurahkan waktu dan perhatiannya kepada penulis. Serta 
untuk ilmu yang telah dibagi kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan karya ilmiah ini. 
4. Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. selaku Penguji I, Dr. 
Zulkifli Aspan, S.H., M.H. selaku Penguji II, dan Kasman 
Abdullah, S.H., M.H. selaku Penguji III yang telah bersedia 
meluangkan wakltu serta membagi ilmunya kepada penulis 
melalui Ujian Proposal dan Ujian Skripsi. 
5. Seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin yang telah memberikan banyak pengetahuan dan 
pengalaman kepada penulis. 
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Hasanuddin yang banyak membantu penulis dalam hal 
administrasi. 
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Makassar yang banyak membantu penulis selama melakukan 
penelitian untuk melengkapi karya ilmiah ini. 
8. Kepada kedua orangtua tercinta. Dua orang terhebat dan 
paling berjasa dalam kehidupan penulis. Tak ada kata yang 
dapat penulis sampaikan untuk mewakili betapa penulis 
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semangat belajar dan berjuangmu tak pernah redup. 
10. Kepada teman-teman seperjuangan di PMB-UH Latenritatta, 
LISAN (Lingkar Mahasiswa Islam untuk Perubahan), Lingkar 
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Di semua tempat tersebutlah penulis pernah belajar dan 
berjuang. Tempat yang sampai hari ini masih penulis yakini 
sebagai tempat untuk mencari setitik cahayaNya. Semoga 
semangat perlawanan itu senantiasa membara dalam diri kita 
semua. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang 
demikian cepat membawa dampak timbulnya persaingan usaha yang 
begitu ketat dan terjadi di semua aspek.Persaingan dalam dunia bisnis 
antar perusahaan membuat perusahaan harus berkonsentrasi pada 
rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait 
dengan kompetensi utamanya. Dengan adanya konsentrasi terhadap 
kompetensi utama dari perusahaan maka akan dihasilkan sejumlah 
produk dan jasa berkualitas yang memiliki daya saing di pasaran.  
Dewasa ini pada iklim persaingan usaha yang makin ketat, 
perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi 
(production cost).Untuk itu diperlukan suatu perubahan struktural dalam 
pengelolaan usaha dengan memperkecil rentang kendali manajemen 
dengan memangkas sedemikian rupa agar menjadi lebih efektif, efisien 
dan produktif.1Salah satu usahanya adalah dengan memberlakukan 
sistem alih daya, dimana dengan sistem ini perusahaan dapat 
memborongkan sebagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan 
                                                          
1
Sutedi.Hukum Perburuhan. 2009. Hal. 219. 
2 
yang tadinya dikelola sendiri sehingga perusahaan dapat fokus pada 
kompetensi utamanya dalam bisnis sehingga dapat berkompetisi dalam 
pasar.Selain itu, perusahaan dapat pula menyerahkan urusan 
ketenagakerjaan kepada pihak penyedia jasa tenaga kerja sehingga 
perusahaan cukup fokus pada tenaga kerja inti karena tenaga-tenaga 
kerja yang sifatnya penunjang telah ditangani oleh perusahaan penyedia 
jasa.Apabila dilihat dari sisi pekerja maupun dari sisi pengusaha masing-
masing memiliki kelebihan dan kekurangan.Tujuan ini baik adanya, namun 
pada pelaksanaannya, pengalihan ini menimbulkan beberapa 
permasalahan terutama masalah ketenagakerjaan.2 
Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 pada Pasal 64 yang menyatakan bahwa Perusahaan dapat 
menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan 
lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa 
pekerja/buruh melalui perjanjian tertulis. Aturan inilah yang menjadi 
landasan hukum berlakunya sistem alih daya atau yang popular dikenal 
dengan sistem outsourcing dalam hubungan ketenagakerjaan. Walaupun 
diakui bahwa pengaturan alih daya dalam Undang-Undang ini belum 
mampu menjawab semua permasalahan alih daya yang terjadi. 
Pada prakatiknya sehari-hari, alih daya selama ini diakui lebih 
banyak menemui permasalahan, seperti yang sering ditemukan adalah 
                                                          
2
Fariana.Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan.2012. Hal.33. 
 
3 
kesalahan dalam penentuan kegiatan penunjang perusahaan yang 
dioutsource3. Padahal telah ditetapkan bahwa hanya kegiatan-kegiatan 
yang bersifat penunjang saja yang dapat dijalankan dengan sistem alih 
daya. Selain itu, tidak adanya perhatian atas kebutuhan, performa, dan 
jenjang karier pekerja/buruh merupakan hal yang perly diperhatikan. Tidak 
adanya pelatihan kerja bagi para pekerja/buruh alih daya dengan tujuan 
penghematan biaya perusahaan bukanlah alasan yang dapat dibenarkan, 
sebab pekerja/buruh layaknya pohon yang harus terus dipupuk dan 
dirawat sehingga pada waktu panen nantinya kita bisa mendapatkan hasil 
panen yang segar dan berkualitas. Adapun permasalahan lain yang paling 
banyak mengundang protes yaitu adanya kecurangan dalam sistem 
pengupahan pekerja/buruh alih daya yang tidak memenuhi upah standar 
minimum. 
Pelaksanaan alih daya yang demikian tentu menimbilkan 
keresahan bagi para tenaga kerja alih daya itu sendiri. Tidak jarang 
permasalah ini diikuti dengan tindakan mogok kerja, sehingga maksud 
diadakannya sistem alih daya di atas tidak tercapai.4 Pengaturan alih daya 
bila dilihat dari segi hukum ketenagakerjaan adalah untuk memberikan 
kepastian hukum pelaksanaan alih daya dan dalam waktu bersamaan 
memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja. Maka dari itu 
diperlukan suatu usaha untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang 
telah ditetapkan terkait permasalahan tenaga kerja dan sistem alih daya 
                                                          
3
 Sebutan bagi pekerjaan yang dijalankan dengan sistem alih daya 
4
 Sutedi, Op.Cid. Hal.219-220 
4 
berjalan dengan adil dan tidak melanggar hak-hak pekerja maupun 
pengusaha. 
Secara keseluruhan, untuk mencapai tujuan diadakannya alih 
daya maka perlu diadakan pengawasan dari pemerintah dalam 
pelaksaannya. Dalam hal ini pemerintah pun telah mengeluarkan 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2012 
Tentang Komite Pengawasan Ketenagakerjaan.5 
Intervensi pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan ini bertujuan 
untuk mewujudkan sistem ketenagakerjaan yang seadil-adilnya, karena 
peraturan perundang-undangan telah memberikan hak-hak bagi pekerja 
sebagai manusia yang utuh.Maka dari itu para tenaga kerja harus dijamin 
hak-haknya baik yang menyangkut pengupahan, kesehatan dan 
keselamatan kerja, sampai jaminan sosial bagi tenaga kerja.Selain itu 
pemerintah juga harus memperhatikan kepentingan pengusaha yaitu 
kelangsungan perusahaan.6Atas dasar itulah pemerintah turut campur 
tangan melalui peraturan perundang-undangan untuk memberiksn 
jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam 
sisitem alih daya ini. 
Mengenai masalah pengawasan ketenagakerjaan sendiri telah 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
                                                          
5
Fariana.Op.Cid. Hal.33. 
6
Indriana.Pelaksanaan Tugas DInas Tenaga Kerja Dalam Pengawasan Keselamatan Dan 
Kesehatan Kerja Di Kota Makassar.2008. Hal. 2 
5 
Ketenagakerjaan pada Pasal 176 menyatakan bahwa Pengawasan 
ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang 
mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Selanjutnya pada Pasal 
177 disebutkan bahwa Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang 
dimaksud ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.kemudian 
pada Pasal 178 ayat (1) Pengawasan ketenagakerjaan tersebut 
dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas 
dan tanggungjawabnya dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, 
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan ayat (2) 
menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden. 
Lebih lanjut lagi pada Pasal 179 Ayat (1) disebutkan bahwa Unit 
kerja pengawasan ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi dan 
pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan 
pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri. Dan pada Ayat (2) 
disebutkanbahwaTata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud 
dalam Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Dan yang terakhir 
pada Pasal 180 disebutkan bahwa Ketentuan mengenai persyaratan 
penunjukan, hak dan kewajiban, serta wewenang pegawai pengawas 
ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
6 
Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum (law 
enforcement) di bidang ketenagakerjaan akan menjamin pelaksanaan 
hak-hak tenaga kerja sesuai dengan hukum yang mengatur mengenai hal 
tersebut, serta pelaksanaan yang sesuai dengan perjanjian yang telah 
disepakati pada akhirnya mempunyai dampak terhadap stabilitas usaha. 
Selain itu pengawasan ketenagakerjaan juga akan mendidik para pihak 
yang terlibat dalam sebuah perjanjian kerja baik itu perusahaan pengguna 
jasa, perusahaan penyedia jasa maupun buruh/pekerja untuk selalu taat 
menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang 
ketenagakerjaan sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis. Sebab 
seringkali perselisihan terjadi disebabkan karena tidak terpenuhinya hak 
masing-masing pihak dlam perjanjian kerja ataupun tidak terlaksananya 
perjanjian kerja yang telah disepakati oleh semua pihak.7 
Dengan melihat kondisi tenaga kerja alih daya sekarang ini, maka 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dilapangan guna dikaji dalam 
tulisan ilmiah dengan judul “Kewenangan Pengawasan DInas Tenaga 
Kerja Kota Makassar Terhadap Sistem Alih Daya Di Kota Makassar” 
Pertimbangan memilih judul tersebut adalah untuk mengetahui 
pelaksanaan kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kota Makasssar dalam 
melakukan pengawasan ketenagakerjaan khususnya dalam sistem alih 
daya yang ada di Kota Makassar. Dengan demikian penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang pelaksanaan 
                                                          
7
Indriana.Log.Cit. Hal. 4 
7 
pengawasan sistem alih daya oleh pihak dinas tenaga kerja dalam 
melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Selain itu juga untuk 
mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan 
Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar terhadap sistem alih daya yang 
dijalankan di Kota Makassar sehingga kita dapat menyimpulkan secara 
umum bentuk pengawasan yang efektif untuk dilaksanakan dalam 
melakukan pengawasan terhadap sistem alih daya di Kota Makassar 
 
B. Rumusan Masalah 
Untuk menghindari agar pembahasan tidak terlalu meluas dari 
pokok permasalahan, maka penulis membatasi masalah dengan rumusan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan pengawasan DInas Tenaga 
Kerja Kota Makassar terhadap sistem alih daya di Kota Makassar? 
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan 
pengawasan DInas Tenaga Kerja Kota Makassar terhadap sistem alih 
daya di Kota Makassar? 
 
 
 
8 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Dinas Tenaga Kerja 
Kota Makassar dalam melakukan pengawasan terhadap sistem alih 
daya di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengaturan kewenangan Dinas 
Tenaga Kerja Kota Makassar dalam melakukan pengawasan 
terhadap sistem alih daya di Kota Makassar. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kewenangan Pemerintah 
1. Pengertian Kewenangan 
Asas Legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang 
dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan 
dan kenegaraan di setiap penyelenggaraan pemerintahan dan 
kenegaraan di setiap negara hukum yang diberikan oleh undang-
undang.Dengan demikian substansi atas asas setiap penyelenggara 
kenegaraan dan pemerintah harus memiliki legitimasi, yaitu 
kewenangan legalitas. Atau dengan kata lain wewenang, yaitu 
kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu.8 
Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa 
digunakan dalam lapangan hukum publik.Namun sesungguhnya 
terdapat perbedaan di antara keduanya. Kewenangan adalah apa 
yang disebut sebagai “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal 
dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislative 
dari kekuasaan eksekutif atau adminstratif. Karenanya merupakan 
kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap 
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 Faizal Yasyari, Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Pemberian Izin Perhotelan 
Di Makassar.2012 :10. 
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suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang 
bulat.Sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu bagian tertentu 
saja dari kewenangan.9Wewenang juga diartikan sebagai hak yang 
dimiliki untuk memgambil keputusan, sikap atau tindakan berdasarkan 
tanggung jawab yang diberikan.10 
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang poemerintahan daerah, maka 
yang menjadi dasar diberlakukannya sistem Otonomi Daerah, dimana 
Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintrahan yang telah 
ditetapkan oleh Undang-Undang menjadi urusan pemerintahan pusat 
yaitu: 
1. Yustisi 
2. Agama 
3. Moneter dan fiskal nasional 
4. Politik luar negeri 
5. Keamanan 
6. Pertahanan  
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang 
menjadi kewenangan  daerah sebagaimana dimaksud pemerintah 
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Ibid, 11. 
10
Marwan.Kamus Hukum. 2009. Hal: 648. 
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daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan. Pemerintah pusat dalam 
menjalankan tugas dapat melimpahkan sebagian urusan kepada 
pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan 
kepada pemerintah di daerah/pemerintah di desa. 
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah 
untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala 
kabupaten/kota meliputi: 
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
2. Perencanaan, pemanfaatn, dan pengawasan tata ruang; 
3. Penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman mesyarakat; 
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum; 
5. Penanganan bidang kesehatan; 
6. Penyelenggaraan pendidikan; 
7. Penanggulangan masalah sosial; 
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan; 
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. 
10. Pengendalian lingkungan hidup; 
11. Pelayanan pertahanan; 
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sispil; 
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
14. Pelayanan administrasi penanaman modal; 
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya. 
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Sedangkan urusan pemerintah kabupaten/kota yang bersifat 
pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan 
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat sesuai 
dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.11 
 
2. Jenis-Jenis Kewenangan 
Berdasarkan sumbernya, wewenang dibedakan menjadi dua 
yaitu: 
a. Wewenang personal 
Bersumber pada intelegensi , pengalaman, nilai atau norma dan 
kesanggupan untuk memimpin. 
b. Wewenang ofisial 
Merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang 
berada di atasnya. 
Adapun jenis-jenis wewenang lain yaitu:12 
a. Wewenang garis 
Kekuasaan, hak, dan tanggung jawab langsung yang berada 
pada seseorang atas tercapainya tujuan. Ia berwenang 
mengambil keputusan dan berkuasa, berhak serta tanggung 
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 Faizal, Log.cid.Ha.11-13 
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 Disadur dari http://sinikesini.blogspot.com/2011/01/wewenang-tanggung-jawab-dan.html. 
Dikunjungi pada tangga 7 November 2013 
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jawab langsung untuk merealisasi keputusan tersebut. 
Wewenang garis disimbolkan dengan (               ). 
b. Wewenang Staf 
Kekuasaan dan hak yang fungsinya hanya untuk memberikan 
data, informasi dan saran-saran saja untuk membantu ini, supaya 
bekerja efektif dalam mencapai tujuan. Seseorang yang 
mempunyai wewenang staf tidak berhak mengambil keputusan 
serta tidak bertanggung jawab langsung atas tercapainya tujuan. 
Tugas pemegang wewenang staf hanya merupakan pembantu lini 
untuk menyediakan data, informasi, dan saran-saran dipakai 
tidaknya tergantung manager lini. Wewenang staf disimbolkan 
dengan garis putus-putus (-------------). 
c. Wewewnang Fungsional 
Kekuasaan yang terjadi karena proses, praktek-praktek, 
kebijakan-kebijakan tertentu atau soal-soal lain yang 
berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan oleh 
pegawai-pegawai lain dalam bagian-bagian lin pula. Wewenang 
fungsional disimbolkan dengan (-•-•-•-•-•-•-) 
Selain itu ada pula jenis-jenis wewenang berdasarkan 
tipenya yaitu: 
a. Kewenangan prosedural 
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Hak-hak memerintah berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. 
b. Kewenangan substansial 
Hak memerintah berdasarkan faktor-faktor yang melekat pada diri 
pemimpin. 
Max Weber membagi kewenangan menjadi tiga yaitu:13 
1. Wewenang tradisional, berdasarkan kepercayaan di antara 
anggota masyarakat. 
2. Wewenang kharismatik, berdasarkan kepercayaan 
masyarakat kepada kesaktian dan kekuatan atau religious 
seseorang pemimpin. 
3. Wewenang rasional-legal, berdasarkan kepercayaan kepada 
tatanan hokum rasional. 
 
3. Cara Memperoleh Kewenangan 
Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu asas 
Legalitas, yang bisa diartikan bahwa pemerintah mendapatkan 
wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari Undang-
Undang dapat diperoleh melalu tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan 
mandat. 
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Atribusi adalah kewenangan yang secara langsung diberikan 
oleh undang-undang dasar ataupun undang-undang, atau dengan kata 
lain, atribusi merupakan kewenangan yang melekat pada suatu 
jabatan. Dalam atribusi, tanggung jawab ada pada jabatan yang 
bersangkutan, apabila ada gugatan dari pihak tertentu maka yang 
bertanggung jawab adalah pemegang kewenangan itu, bukan 
pembentuk undang-undang. 
Sementara itu, delegasi adalah penyerahan wewenang. 
Kewenangan berasal dari suatu organ pemerintah kepada organ 
pemerintah yang lain, berdasarkan undang-undang. Jadi dalam 
delegasi terjadi pelimpahan wewenang, yang artinya bahwa pemberi 
wewenang tidak lagi dapat menggunakan wewenangnya tersebut, 
kecuali pendelegasian tersebut dicabut dengan asas Contrarius 
Actus.14 
Dan perolehan kewenangan yang terakhir adalah 
mandat.Mandat juga merupakan pelimpahan wewenang, namun dalam 
mandat baik pihak yang diberi maupun pihak yang memberi dapat 
menggunakan kewenangan tersebut.15 
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Asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata 
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Untuk delegasi dan mandat pada dasarnya merupakan 
perolehan kewenangan melalui pelimpahan, namun masing-masing 
tetap memiliki perbedaan, diantaranya: 
a. Delegasi. 
- Pendelegasian biasanya diberikan antara organ pemerintah 
satu dengan organ pemerintah lain dan biasanya pihak pemberi 
wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang 
diberikan wewenang. 
- Terjadi pengakuan kewenangan atau pengalihtanganan 
kewenangan. 
- Pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan wewenang 
yang dimilikinya karena telah terjadi pengalihan wewenang 
kepada yang diserahi wewenang. 
- Pemberi delegasi tidak wajib memberikan instruksi (penjelasan) 
kepada yang diserahi wewenang tersebut namun berhak untuk 
meminta penjelasan mengenai pelaksanaan wewenang 
tersebut. 
- Tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang berada pada 
pihak yang menerima wewenang tersebut. 
 
b. Mandat 
- Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal 
antara atasan ds\an bawahan. 
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- Tidak terjadi pengakuan kewenangan atau pengalihtanganan 
kewenangan dalam arti yang diberi mandat hanya bertindak 
untuk dan atas nama yang memberikan mandate. 
- Pemberi mandat masih dapat menggunakan wewenang 
bilamana mandat telah berakhir. 
- Pemberi mandat wajib untuk memberikan instruksi (penjelasan) 
kepada yang diserahi wewenang dan berhak untuk meminta 
penjelasan mengenai pelaksanaan wewenang tersebut. 
- Tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tidak beralih dan 
tetap berada pada pihak yang memberi mandat. 
Dalam suatu struktur organisasi lembaga negara, umumnya 
yang terjadi adalah pelimpahan wewenang.Lembaga negara dibentuk 
berdasarkan konstitusi (UUD) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam 
Undang-Undang.Berdasarkan atribusi, pimpinan suatu lembaga 
negara memiliki wewenang.Kewenangan ini tidak dapat dilaksanakan 
oleh pimpinan lembaga negara tersebut karenanya kemudian untuk 
pelaksanaannya secara teknis di lapangan, pimpinan lembaga negara 
tersebut dapat melimpahkan wewenangnya. 
Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari 
wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam 
melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak 
sendiri.Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang 
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kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung 
jawab dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, pelimpahan wewenang yang 
dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya adalah pelimpahan 
wewenang penandatanganan. Bentuk pelimpahan penandatanganan 
adalah: 
1. Perlimpahan wewenang dengan menggunakan istilah atas nama 
(a.n) Merupakan jenis pelimpahan wewenang secara mandat, atas 
nama digunakan jika yang menandatangani surat telah diberi 
wewenang oleh pejabat yang bertanggung jawab berdasarkan 
bidang tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat 
bersangkutan. Pejabat yang bertanggung jawab melimpahkan 
wewenang kepada pejabat di bawahnya, paling banyak hanya 2 
(dua) rentang jabatan struktural di bawahnya. Persyaratan 
pelimpahan wewenang ini adalah: 
a. Pelimpahan wewenang harus dituangkan dalam bentuk tertulis 
yaitu dalam bentuk Instruksi Dinas atau surat Kuasa; 
b. Materi yang dilimpahkan harus merupakan tugas dan tanggung 
jawab pejabat yang melimpahkan; 
c. Pada dasarnya wewenang penandatanganan meliputi surat-
surat untuk kepentingan ke luar maupun di dalam lingkungan 
lembaga negara tersebut; 
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d. Penggunaan wewenang hanya sebatas kewenangan yang 
dilimpahkan kepadanya dan materi kewenangan tersebut harus 
dipertanggung jawabkan oleh yang dilimpahkan kepada yang 
melimpahkan; 
e. Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan surat berada 
pada pejabat yang diatasnamakan. 
2. Pelimpahan wewenang dengan menggunakan istilah untuk beliau 
(u.b) merupakan jenis pelimpahan wewenang secara delegasi, 
untuk beliau digunakan jika yang diberikan kuasa memberi kuasa 
lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya, sehingga untuk 
beliau (u.b) digunakan setelah atas nama (a.n). pelimpahan 
wewenang ini mengikuti urutan sampai 2 (dua) tingkat struktural di 
bawahnya, dan pelimpahan ini bersifat fungsional persyaratan yang 
harus dipenuhi untuk pelimpahan wewenang ini antara lain: 
a. Materi yang ditangani merupakan tugas dan tanggung jawab 
pejabat yang melimpahkan; 
b. Dapat digunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pemangku 
jabatan sementara atau yang mewakili; 
c. Pada dasarnya wewenang penandatanganan meliputi surat-
surat untuk kepentingan internal dalam lingkungan lembaga 
negara yang melampaui batas lingkungan jabatan pejabat yang 
menandatangani surat; 
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d. Tanggung jawab berada pada pejabat yang dilimpahkan 
wewenang.  
3. Pelimpahan wewenang dengan menggunakan istilah atas perintah 
beliau (apb.) dan atas perintah (ap.) merupakan pelimpahan 
wewenang secara mandat, dimana pejabat yang seharusnya 
menandatangani memberi perintah kepada pejabat di bawahnya 
untuk menandatangani sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawabnya. Persyaratan pelimpahan wewenang ini yang 
membedakannya dengan kedua jenis pelimpahan wewenang 
lainnya, yaitu hanya dapat dilakukan jika dalam keadaan mendesak 
dan tidak menyangkut materi yang bersifat kebijakan.16 
 
B. Sistem Alih daya 
1. Pengertian dan Tujuan Alih daya 
Alih daya terbagi atas dua suku kata yaitu “Out” yang artinya 
keluar dan “Sourcing” yang artinya mengalihkan pekerjaan, keputusan 
atau tanggung jawab.Jadi alih daya adalah pangalihan tugas atau 
tanggungjawab kepada pihak luar.Alih daya dalam Bahasa Indonesia 
disebut “alih daya”.Alih daya berarti juga pemanfaatan tenaga kerja 
untuk memproduksi atau melaksanakan suatu perusahaan, melalui 
perusahaan penyedia tenaga kerja ataupun pendelegasian operasi 
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dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar atau 
perusahaan penyedia jasa.17 
Dalam pengertian umum, istilah alih daya diartikan sebagai 
contract (work out). Alih daya dipandang sebagai tindakan 
mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan dan hak pengambilan 
keputusannya kepada pihak lain (outside provider), di mana tindakan 
ini terikat dalam suatu kontrak kerja sama. 
Dapat juga dikatakan alih daya sebagai penyerahan kegiatan 
perusahaan baik sebagian ataupun secara menyeluruh kepada pihak 
lain yang tertuang dalam kontrak perjanjian. Penyerahan kegiatan ini 
dapat meliputi bagian produksi beserta tenaga kerjanya, fasilitas, 
peralatan, teknologi, dan asset lain serta pengambilan keputusan 
dalam kegiatan perusahaan. Penyerahan kegiatan ini kepada pihak 
lain merupakan hasil dari keputusan internal perusahaan yang 
bertujuan meningkatkan kinerja agar dapat terus kompetitif dalam 
menghadapi perkembangan ekonomi dan teknologi global. Seringkali 
alih daya disamakan dengan jasa penyalur tenaga kerja. Sebenarnya 
alih daya adalah pemindahan fungsi pengawasan dan pengelolaan 
suatu proses bisnis kepada perusahaan alih daya.18 
Dengan adanya sistem alih daya, perusahaan melepaskan 
pengelolaan suatu tugas, baik untuk kegiatan operasional sehari-hari 
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 Marwan, Op.cid.Hal.473. 
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mauoun untuk pengelolaan sumber daya manusianya kepada pihak 
perusahaan penyedia jasa alih daya.Pengawasan terhadap pekerja 
atau buruh tersebut hanya dapat dilakukan oleh perusahaan penyedia 
jasa alih daya tadi.Selama periode pengalihan tugas, seluruh tanggung 
jawab dialihkan kepada perusahaan alih daya tersebut. Mulai dari 
seleksi rekruitmen, pelatihan sebelum masuk kerja, pengawasan 
kinerja, evaluasi kinerja, pengurusan administrasi cuti, sakit, sampai 
surat peringatan bahkan pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh 
perusahaan alih daya. 
Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan secara umum 
bahwa alih daya merupakan penyerahan tanggungjawab kegiatan 
perusahaan kepada pihak ketiga sebagai pengawas pelayanan yang 
telah disepakati.Atau penyerahan kegiatan, tugas atau pun pelayanan 
kepada pihak lain, dengan tujuan untuk mendapatkan tenaga ahli serta 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan. Penyerahan tugas 
ini dapat meliputi bagian produksi beserta tenaga kerjanya, fasilitas 
peralatan, teknologi dan asset lain serta pengambilan keputusan 
dalam kegiatan perusahaan. Satu hal yang tidak boleh terlupakan yaitu 
penyerahan tugas ini harus tertuang dalam kontrak perjanjian. 
 
2. Sejarah Alih daya19 
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Sejalan dengan terjadinya revolusi industri, perusahaan-
perusahaan berusahamenemukan terobosan-terobosan baru dalam 
memenangkan persaingan.Pada tahap ini, kemampuan untuk 
mengerjakan sesuatu saja tidak cukup untuk menang secara 
kompetitif, melainkan harus disertai dengan kesanggupan untuk 
menciptakanproduk paling bermutu dengan biaya terendah. 
Selanjutnya, pada tahun1970 dan 1980, perusahaan 
menghadapi persaingan global dan mengalami kesulitan karena 
kurangnya persiapan akibat struktur manajemen yang 
bengkak.Akibatnya, risiko usaha dalam segala hal, termasuk risiko 
ketenagakerjaan pun meningkat.Tahap ini merupakan awal timbulnya 
pemikiran alih daya di dunia usaha. Untuk meningkatkan keluwesan 
dan kreatifitas, banyak perusahaan besar yang membuat strategi baru 
dengan konsentrasi pada bisnis inti, mengidentifikasi proses yang 
kritikal dan memutuskan hal-hal yang harus dioutsource20. 
Gagasan awal berkembangnya alih daya adalah untuk 
membagi risiko usaha dalam berbagai masalah, termasuk 
ketenagakerjaan.Pada tahap awal alih daya belum diidentifikasi secara 
formal sebagai strategi bisnis.Hal ini terjadi karena banyak perusahaan 
yang semata-mata mempersiapkan diri pada bagian-bagian tertentu 
yang bisa mereka kerjakan, sedangkan untuk bagian-bagian yang 
tidak bisa dikerjakan secara internal, dikerjakan melalui alih daya. 
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Sekitar tahun 1990, alih daya mulai berperan sebagai jasa 
pendukung.Tingginya persaingan telah menuntut manajemen 
perusahaan melakukan alih daya terhadap fungsi-fungsi yang penting 
bagi perusahaan, tetapi tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti 
perusahaan. 
Mengingat bisnis alih daya berkaitan erat dengan praktik 
ketenagakerjaan, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan 
ketenagakerjaan menjadi faktor penting dalam memacu perkembangan 
alih daya di Indonesia.Legalisasi penggunaan jasa alih daya pun baru 
terjadi pada tahun 2003, yakni dengan keluarnya Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
 
3. Dasar Hukum Sistem Alih daya 
Secara umum mengenai aturan alih daya dapat dilihat pada 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan.Istilah yang dipakai adalah perjanjian pemborongan 
pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh.Pada Pasal 64 yang isinya 
menyatakan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian 
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian 
pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat 
secara tertulis. 
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Selanjutanya pada pasal 65 ayat (1) menyatakan 
bahwaPenyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada 
perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan 
pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Dalam hal ini, perusahaan dapat 
menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada 
perusahaan lain melalui: 
a. Pemborongan pekerjaan; atau 
b. Penyediaan jasa pekerja. 
Selanjutnya pada pasal (2) menyatakan bahwa Pekerjaan yang 
dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat berikut: 
a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utam; 
b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari 
pemberi pekerjaan; 
c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara 
keseluruhan; dan 
d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung. 
Pada ayat (3) menyebutkan Perusahaan lain sebagaimana 
dimaksud di atas harus berbentuk badan hukum.Perlindungan kerja 
dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan lain 
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sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama 
dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja di perusahaan 
pemberi pekerjaan atau sesuai dengan perundang-undangan yang 
berlaku. Dan Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Menteri. 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 
1601 b diatur mengenai adanya pengakuan terhadap perjanjian 
pemborongan pekerjaan.Menurut Pasal 1601 b KUH Perdata, alih daya 
disamakan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan. Sehingga 
pengertian alih daya adalah suatu perjanjian di mana pemborong 
mengikatkan diri untuk membuat suatu kerja tertentu bagi pihak lain 
yang memborongkan dengan menerima bayaran tertentu dan pihak 
yang lain yang memborongkan mengikatkan diri untuk memborongkan 
pekerjaan kepada pihak pemborong dengan bayaran tertentu. 
Undang-undang Hukum Perdata buku ketiga Bab 7a bagian 
keenam tentang Pemborongan Kerja sebagai berikut: 
(1) Perjanjian Pemborongan Pekerjaan adalah suatu perjanjian di 
mana pihak pertama (pemborong), mengikatkan diri untuk 
membuat suatu karya tertentu bagi pihak yang lain yang 
memborongkan dengan menerima bayaran tertentu dan di mana 
pihak lain yang memborongkan mengikatkan diri untuk 
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memborongkan pekerjaan kepada pihak pemborong dengan 
bayaran tertentu. 
(2) Dalam perjanjian pekerjaan tidak ada hubungan kerja antara 
perusahaan pemborong dan perusahaan yang memborongkan dan 
karena itu dalam perjanjian tersebut tidak ada unsur upah/gaji. 
Yang ada adalah harga borongan. 
(3) Dalam hal ini perusahaan pemborong menerima harga borongan 
bukan upah/gaji dari perusahaan yang memborongkan. 
(4) Hubungan antara pemborong dan yang memborongkan adalah 
hubungan perdata murni sehingga jika terjadi perselisihan maka 
secara perdata di Pengadilan Negeri. 
(5) Perjanjian atau perikatan yang dibuat secara sah oleh pemborong 
denganyang memborongkan pekerjaan tunduk pada KUH Perdata 
pasal 1338 jo pasal 1320 yaitu semua perjanjian yang dibuat 
secara sah akan mengikat bagi mereka yang membuatnya. 
(6) Agar sah, suatu perjanjian harus dipenuhi empat syarat, yaitu: 
a. Mereka yang mengikatkan diri sepakat; 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
c. Suatu hal tertentu; 
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d. Suatu yang halal. 
(7) Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dapat diberlakukan: 
a. Pemborongan hanya untuk melakukan pekerjaan; 
b. Pemborongan juga menyediakan bahan dan peralatan 
(8) Pemborong bertanggung jawab atas tindakan pekerja yang 
dipekerjakan. 
Adapun ketentuan lain mengenai perjanjian kerja alih daya 
juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan Pasal 56 ayat (2) yang mengatur tentang Perjanjian 
Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) yang didsarkan atas 
a. Jangka waktu; atau 
b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu. 
Selanjutnya pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 menyatakan bahwa Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak 
dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.Kemudian pada 
pasal (2) disebutkan bahwa Dalam hal disyaratkan masa percobaan 
kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum. 
29 
Selanjutnya pada pasal 59 ayat 1 disebutkan bahwa Perjanjian kerja 
untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang 
menurut jenis dan sifatnya atau kegiatan pekerjaannya akan selesaai 
dalm waktu tertentu, yaitu: 
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiaannya dalam waktu 
yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun; 
c. Pekerjaan yang bersifat musiman; 
d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan 
baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau 
penjajakan. 
Kemudian pada pasal 2 disebutkan bahwa Perjanjian kerja untuk 
waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat 
tetap. 
Berdasarkan aturan-aturan hukum mengenai alih daya di atas 
dapat disimpulkan alih daya dilakukan dengan dua cara yaitu 
perjanjian pemborongan kerja dengan perjanjian penyedia jasa 
pekerja.  
Dalam sistem pemborongan pekerjaan perusahaan dapat 
menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan 
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lain melalui pemborongan pekerjaan. Hal yang perlu diperhatikan 
dalam kegiatannya adalah adanya ketentuan bahwa perlindungan dan 
syarat-syarat kerja bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan 
penerima kerja, sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja 
dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Bentuk hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan 
dimaksud, diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara 
perusahaan penerima pekerjaan dengan pekerja/buruh yang 
dipekerjakannya dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tertentu 
(PKWT), sesuai dengan persyaratan yang berlaku.Apabila ketentuan 
sebagai badan hukum dan/atau dibuatnya perjanjian secara tertulis 
tidak dipenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh 
dengan perusahan penerima pemborongan beralih antara pekerja 
dengan perusahaan pemberi pekerjaan, dapat berupa waktu tertentu 
atau waktu tidak tertentu, tergantung pada bantuk perjanjian kerja 
semula. 
Selanjutnya mengenai perjanjian penyediaan jasa 
pekerja/buruh.Dalam hal ini, pengusaha memasok penyediaan tenaga 
kerja kepada perusahaan pengguna jasa untuk melakukan pekerjaan 
di bawah perintah langsung dari perusahaan tersebut.Perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh wajib berbadan hukum dan meminta izin 
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dari instansi ketenagakerjaan.Apabila tidak dipenuhi ketentuan sebagai 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, demi hukum status 
hubungan kerja antara pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja 
antara pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 
tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan 
kegiatan proyek atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan 
proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan 
yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. 
Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk jasa 
penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan 
proses produksi memiliki syarat:21 
1. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan 
penyedia jasa pekerja; 
2. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana 
dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja waktu tertentu yang 
memenuhi persyaratan dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja 
waktu tidak tentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani 
oleh kedua belah pihak; 
3. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta 
perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh; 
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4. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja dan 
perusahaan yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa 
pekerja, dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal pasal 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang No. 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Adapun yang dimaksud dengan kegiatan jasa penunjang atau 
kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi 
adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok suatu 
perusahaan. Kegiatan tersebut, antara lain usaha pelayanan 
kebersihan, penyedia makanan bagi pegawai, tenaga pengaman, jasa 
penunjang di pertambangan atau perminyakan, serta penyediaan 
angkutan pegawai. 
Adapun yang menjadi syarat-syarat bagi suatu perusahaan 
untuk menjadi perusahaan penyedia jasa tenaga kerja alih daya sesui 
dengan ketentuan pasal 65, ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan 
yang menyatakan bahwa kegiatan alih daya hanya bisa dilakukan oleh 
perusahaan yang berbadan hukum. Ketentuan lebih rinci mengenai 
syarat-syarat menjadi perusahaan alih daya tercantum dalam 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia 
Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian 
Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain pada Pasal 20 
menyebutkan: 
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(1) Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh antara perusahaan 
pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh harus didaftarkan kepada instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota 
tempat pekerjaan dilaksanakan. 
(2) Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak ditandatangani dengan melampirkan: 
a. izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang 
masih berlaku; dan 
b. draft perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya. 
(3) Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya. 
Selanjutnya pada Pasal 24 
Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus memenuhi 
persyaratan: 
a. berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
b. memiliki tanda daftar perusahaan; 
c. memiliki izin usaha; 
d. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan; 
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e. memiliki izin operasional; 
f. mempunyai kantor dan alamat tetap; dan 
g. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama 
perusahaan. 
Pasal 25 
(1) Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e 
diajukan permohonannya oleh perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan provinsi tempat pelaksanaan pekerjaan, dengan 
melampirkan: 
a. copy anggaran dasar yang didalamnya memuat kegiatan usaha 
penyediaan jasa pekerja/buruh; 
b. copy pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas 
(PT); 
c. copy surat ijin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh; 
d. copy tanda daftar perusahaan; 
e. copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan; 
f. copy pernyataan kepemilikan kantor atau bukti penyewaan 
kantor yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan; dan 
g. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama 
perusahaan. 
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(2) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan izin 
operasional terhadap permohonan yang telah memenuhi 
persyaratan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 
sejak permohonan diterima. 
(3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di 
seluruh kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. 
Selain persyaratan seperti yang tercantum dalam Keputusan 
Menteri di atas, agar bisa melakukan kegiatannya dengan baik 
perusahaan penyedia jasa alih daya juga harus mempunyai modal 
yang cukup agar dapat mendanai bisnisnya terutama pembayaran 
terlebih dahulu gaji pekerja/buruh alih daya. Selain itu perusahaan 
penyedia jasa alih daya harus mempunyai pengalaman dalam bidang 
sumber daya manusia dan bisnis terkait. 
Berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan, perusahaan alih 
daya dapat dibagi menjadi dua:22 
1. Paying Agent, yaitu perusahaan alih daya yang hanya 
menyediakan tenaga kerja saja. Istilah lain dari paying agent 
adalah labor supplier atau penyedia jasa tenaga kerja. 
2. Full Agent, yaitu perusahaan alih daya yang menyediakan tenaga 
kerja dan fasilitas sendiri. Dalam hal ini penyediaan karyawan 
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sekaligus tempat dan peralatan-peralatan lain yang dibutuhkan oleh 
karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Istilah lain dari full agent 
adalah sub kontraktor. 
Dari kedua jenis perusahaan alih daya di atas, yang lebih 
banyak beroperasi di Indonesia adalah yang pertama. Artinya 
perusahaan hanya menyediakan tenaga kerja saja sedang fasilitas, 
tempat kerja dan pengawasan berada pada perusahaan pengguna 
Selanjutnya yang perlu diketahui yaitu mengenai pekerjan apa 
saja yang bisa dioutsource. Pada dasarnya, pekerjaan yang bisa 
dioutsource adalah pekerjaan penunjang (non core) dan bukan 
pekerjaan utama (core). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 
66 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi, “Pekerja/buruh 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh 
pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang 
berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk 
kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan 
langsung dengan proses produksi.” 
Tata carapenentuan kegiatan yang akan dioutsource diatur 
dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 220 Tahun 2004 
sebagai berikut:23 
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1. Pasal 6 ayat (2), perusahaan pemberi pekerjaan yang akan 
menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada 
perusahaan pemborong pekerjaan wajib membuat alur kegiatan 
proses pelaksanaan pekerjaan. 
2. Pasal 6 ayat (3), Berdasarkan alur kegiatan proses pelaksanaan 
pekerjan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) perusahaan 
pemberi pekerjaan menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang utama 
dan penunjang berdasarkan ketentuan ayat (1) serta melaporkan 
kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan 
setempat. 
Jadi untuk menentukan suatu kegiatan termasuk kegiatan 
pokok atau kegiatan penunjang biasanya dilakukan dengan cara 
melihat akibat dari keberadaan kegiatan tersebut. Apabila tanpa 
kegiatan tersebut perusahaan tetap dapat berjalan dengan baik, maka 
kegiatan tersebut bukanlah termasuk kegiatan pokok.Akan tetapi bila 
tanpa kegiatan tersebut, proses kegiatan perusahaan menjadi 
terganggu atau tidak berjalan dengan baik maka kegiatan tersebut 
tergolong ke dalam kegiatan pokok.Tentu saja hal ini disesuaikan 
dengan jenis perusahaan yang ada. Bisa saja, kegiatan pokok yang 
ada dalam suatu perusahaan tertentu tidak termasuk kegiatan pokok di 
perusahaan lain, begitupun sebaliknya kegiatan penunjang dalam 
suatu perusahaan justru merupakan kegiatan pokok di perusahaan 
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lain. Semua ini tergantung dari jenis perusahaan dan bergerak di 
bidang apa saja perusahaan tersebut. 
 
C. Pengawasan Sistem Alih daya 
1. Pengertian dan Tujuan Pengawasan Sistem Alih daya 
Pengertian atas kata pengawasan adalah suatu bentuk 
pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada 
pihak bawahannya. Pengawasan juga diartikan sebagai proses untuk 
menetapkan pekerjaan  apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan 
mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan 
sesuai dengan rencana semula.24 
Secara umum, pengawasan dartikan sebagai seperangkat 
atau serangkaian kegiatan atau tindakan untuk menjamin agar 
penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta 
rencana yang telah ditetapkan. 
Berangkat dari pengertian di atas maka pengawasan pada 
dasarnya merupakan usaha untuk memperoleh kepastian apakah 
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suatu pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan tidak menyimpang dari 
rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.25 
Pengawasan terhadap sistem alih daya tidaklah dimaksudkan 
untuk mencari-cari kesalahan, seperti anggapan kebanyakan orang 
selama ini. Justru sebaliknya, pengawasan dapat membantu 
seseorang dalam proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, 
karena pada dasarnya pengawasan adalah kegiatan penilaian 
terhadap suatu kegiatan dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan 
tersebut tidak menyimpang dari tujuan dan rencana yang telah 
digariskan. 
Merujuk pada pandangan tersebut, tujuan pengawasan pada 
dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi serta 
membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila 
ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, 
maka penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau 
hambatan itu segera dapat diidentifikasi, agar segera dapat diambil 
tindakan korektif.Melalui tindakan korektif inilah maka pelaksanaan 
kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuan 
yang diharapkan.26 
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Adapun jenis-jenis pengawasan diantaranya sebagai berikut:27 
1. Pengawasan Internal, yaitu pengawasan yang dijalankan oleh 
pengawas terhadap bawahannya dalam unit kerjanya. Pencapaian 
tujuan organisasi dan pelaksanaannya atau gambaran tentang 
organisasinya adalah tanggung jawab pemimpin organisasi. 
2. Pengawasan Fungsional, yaitu pengawasan yang dilaksanakan 
oleh sebuah lemabaga yang kewajiban utamanya adalah 
mengawasi. Seperti contohnya: Pegawai Pengawas 
ketenagakerjaan. 
3. Pengawas Legislatif, yaitu pengawasan yang dijalankan oleh DPR 
dan DPRD berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 
4. Pengawasan Masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh 
masyarakat seperti media massa, LSM, Ormas, dan lain-lain. 
5. Pengawasan Hukum, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh 
Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Agung memiliki wewenang 
dan kewajiban untuk menjalankan pengawasan atas pemerintah 
dalam bidang perundang-undangan. 
 
 
2. Dasar Hukum Pengawasan Sistem Alih daya 
Dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak pekerja seperti 
yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 Ayat 
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(2) yang menyebutkan “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan 
dan poenghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan untuk 
menjamin dilaksanakannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan serta peraturan pelaksanaannya maka 
dilaksanakan Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu dengan tujuan : 
1. Mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaan. 
2. Memberi Penerangan teknis dan pembinaan kepada pengusaha 
dan atau tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin 
terlaksananya peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan 
Fungsi pengawasan ketenagakerjaan memainkan peranan 
penting dalam mendorong semua pihak untuk menjalankan peraturan 
serta kepentingan mereka di tempat kerja, dalam hal ini, melalui 
tindakan pencegahan, pendidikan, dan jika diperlukan, penegakan 
hukum. 
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan pada Pasal 176 mengatakan bahwa pengawasan 
ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan 
yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 
Selanjutnya pada Pasal 177 menyatakan bahwa pegawai 
pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 176 ditetapkan oleh 
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Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Lebih lanjut lagi pada pasal 178 
ayat (1) menyatakan bahwa Pengawasan ketenagakerjaan 
dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas 
dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah 
pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.Dan pada 
ayat (2) menyatakaan bahwa pelaksanaan pengawasan 
ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan 
Keputusan Presiden. Terakhir pada Pasal 180 menyatakan bahwa 
ketentuan mengenai persyaratan penunjukan, hak dan kewajiban, 
serta wewenang pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 176 sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Selain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan yang menjadi landasan utama tentang  peraturan 
mengenai ketenagakerjaan, jugadibuat Peraturan Presiden yang 
membahas tentang sistem pengawasan tersebut yaitu Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang 
Pengawasan Ketenagakerjaan. 
Pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 
Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan menyebutkan 
bahwaPengawasan ketenagakerjaan dilakukan dalam satu kesatuan 
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sistem pengawasan ketenagakerjaan yang terpadu, terkoordinasi, dan 
terintegrasi yang meliputi:  
a. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan;  
b. Pengawas Ketenagakerjaan; dan  
c. Tata cara pengawasan ketenagakerjaan.  
Selanjutnya pada pasal Pasal 3 menyebutkan bahwa:  
(2) Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja 
pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas 
dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota.  
(3) Untuk menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lingkungan organisasi unit 
kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup 
tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota dibentuk jabatan fungsional pengawas 
ketenagakerjaan.  
(4) Ketentuan mengenai pembentukan unit kerja pengawasan 
ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Pasal 4  
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Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup 
tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ 
Kota dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan didukung 
dengan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Pasal 5  
(1) Pengawasan ketenagakerjaan oleh unit kerja pengawasan 
ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
dilaksanakan secara terkoordinasi. 
(2) Koordinasi antar unit kerja pengawasan ketenagakerjaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :  
a. Koordinasi Tingkat Nasional;  
b. Koordinasi Tingkat Provinsi.  
Pasal 6  
(1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup 
tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada 
Pemerintah Pusat menyelenggarakan rapat Koordinasi Tingkat 
Nasional yang dihadiri oleh seluruh unit kerja pengawasan 
ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung 
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jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun.  
(2) Dalam rapat Koordinasi Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada 
instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang 
ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, dapat mengikutsertakan 
instansi pemerintah terkait dan/atau pihak lain yang dipandang 
perlu.  
Pasal 7  
Hasil rapat Koordinasi Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 menjadi pedoman pelaksanaan Koordinasi Tingkat Provinsi. 
Selanjutnya dalam hal pembinaan dan koordinasi pengawasan 
terdapat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembinaan Koordinasi 
Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan.Pada Pasal 2 
menyebutkan bahwa Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan 
dimaksudkan untuk mendukung kemampuan unit kerja pengawasan 
ketenagakerjaan dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang 
ketenagakerjaan secara terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi pada 
pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah 
kabupaten/kota. 
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Pada pasal berikutnya disebutkan bahwa: 
Pasal 3  
(1) Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan sesuai 
Kebijakan Nasional dalam Peraturan Menteri ini.  
(2) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan pengawasan 
ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi berdasarkan kebijakan 
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan 
pengawasan ketenagakerjaan pada pemerintah kabupaten/kota 
berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1).  
Pasal 4  
(1) Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi: (2)  
a. kelembagaan;  
b. sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan;  
c. sarana dan prasarana;  
d. pendanaan;  
e. administrasi;  
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f. sistem informasi pengawasan ketenagakerjaan.  
(2) Pelaksanaan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
a. bimbingan;  
b. konsultasi;  
c. penyuluhan;  
d. supervisi dan pemantauan;  
e. sosialisasi;  
f. pendidikan dan pelatihan;  
g. pendampingan;  
h. evaluasi.  
2.  
3. Bentuk Pengawasan Pemerintah Terhadap Sistem Alih daya 
Lebih lanjut mengenai lembaga yang berhak melakukan 
pengawasan terhadap sistem alih daya diatur dalamPeraturan Menteri 
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
2012  Tentang Komite Pengawasan Ketenagakerjaan yang 
menyatakan bahwa perlunya dibentuk Komite Pengawasan 
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Ketenagakerjaan sebagai perangkat penting untuk mengawasi dan 
memastikan pelaksanaan peraturan di bidang ketenagakerjaan 
termasuk pelaksanaan sistem alih daya. Dalam Pasal 2 peraturan ini 
disebutkan bahwaKomite pengawasan ketenagakerjaan merupakan 
lembaga nonstruktural terdiri dari unsur pemerintah, organisasi 
pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemangku kepentingan 
lainnya yang memberikan penguatan terhadap pelaksanaan 
pengawasan ketenagakerjaan tanpa mempengaruhi kemandirian 
pengawas ketenagakerjaan dalam proses penegakan hukum 
ketenagakerjaan. 
Selanjutanya pada Pasal 3 disebutkan bahwa Komite 
pengawasan ketenagakerjaan melakukan pemantauan, memberikan 
masukan, saran, dan pertimbangan kepada Menteri atas pelaksanaan 
pengawasan ketenagakerjaan. Adapun tugas dari komite 
Pengawasan Ketenagakerjaan disebutkan pada pasal 4 yaitu sebagai 
berikut:  
a. memberikan masukan kepada Menteri dalam menyusun dan 
menetapkan kebijakan pengawasan ketenagakerjaan.  
b. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian 
saran yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya 
manusia dan peningkatan kinerja pengawasan ketenagakerjaan.  
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c. memberikan saran dan pertimbangan dalam mewujudkan 
pengawas ketenagakerjaan yang mandiri dan profesional.  
d. menyampaikan adanya indikasi pelanggaran peraturan 
perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan kepada unit 
pengawasan ketenagakerjaan  
Selain itu, masalah keanggotaan Komite Pengawasan 
Ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 6 yang berisi: 
(1) Keanggotaan Komite Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari 
pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, 
dan pihak lain yang dianggap perlu.  
(2) Komite Pengawasan Ketenagakerjaan beranggotakan sebanyak-
banyaknya 19 (sembilan belas) orang, dengan susunan 
keanggotaan sebagai berikut:  
a. Ketua;  
b. Wakil ketua;  
c. Sekretaris; dan  
d. Anggota.  
(3) Masa jabatan keanggotaan Komite Pengawasan 
Ketenagakerjaan selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat 
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.  
(4) Susunan keanggotaan Komite Pengawasan Ketenagakerjaan 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 
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Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, dapat disimpulkan 
bahwa pemerintah (baik pusat maupun daerah) memiliki kewenangan 
dalam hal mengawasi sistem tenaga kerja yang ada baik di 
perusahaan swasta maupun milik negara.Adapun mengenai bentuk 
pengawasan yang dilakukan yaitu dengan membentuk Komite 
Pengawasan Ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
Bidang Tenaga Kerja dengan syarat dan aturan pengawasan yang 
telah diatur pula dalam peraturan tersebut. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dapat 
dipertangnggung jawabkan maka dalam penelitian ini, lokasi yang 
menjadi tempat penelitian adalah Dinas Tenaga Kerja Kota 
Makassar.Penulis memilih lokasi tersebut karena data dan informasi 
yang dibutuhkan dan tentunya relevan dengan objek penelitian dapat 
diperoleh di lokasi penelitian tersebut. 
 
B. Jenis dan SUmber Data 
Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penulisan 
dan penelitian ini dapat dikelompokan dalam dua jenis, yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dan bersumber 
dari hasil penelitian di lapangan yang diperoleh secara langsung 
dari sumber data sesuai bidang dan keterkaitannya dengan objek 
penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi sumber data primer adalah: 
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a. Data yang diperoleh dari kantor Dinas Tenaga Kerja Kota 
Makassar khsusnya bagian Pengawasan Tenaga Kerja. 
b. Data yang diperoleh dari perusahaan yang bergerak di bidang 
Penyedia Jasa Alih daya 
c. Hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang 
nantinya dapat memberikan keterangan-keterangan yang 
dibutuhkan oleh penulis. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil 
penelitian kepustakaan , baik itu literatur, dokumen informasi media 
cetak serta kajian perundang-undangan yang relevan dengan topik 
masalah yang dibahas. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan hasil yang akurat, maka penulis 
mengupayakan berbagai cara dalam pengumpulan data yang dapat 
menunjang dalam penyusunan proposal ini. Adapaun metode 
pengumpulan data yang digunukan adalah: 
1. Penelitian dilapangan (field research)  
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian langsung 
dengan metode wawancara (interview) dengan pihak terkait 
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sehingga dapat diperoleh informasi yang berkaitan dengan objek 
yang diteliti. 
2. Penelitian Kepustakaan 
Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari sejumlah 
literatur, artikel, dokumen serta kajian perundang-undangan yang 
\diperoleh dari buku, jurnal hasil penelitian, internet, koran maupun 
majalah yang relevan dengan topik penulisan karya ilmiah ini. 
 
D. Analisis Data 
Dalam penulisan karya ilmiah ini, data yang diperoleh baik 
data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif 
kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.Sehingga hasil ini 
nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  
A. Gambaran Umum Hasil Penelitian 
1. Letak Geografis Dan Administrasi Pemerintah 
Secara geografis Kota Makassar terletak di pesisir pantai 
barat Sulawesi Selatan pada koordinat terletak antara 
119º24'17'38” Bujur Timur dan 5º8'6'19” Lintang Selatan  dengan 
luas wilayah 175.77 Km persegi  dengan batas-batas sebagai 
berikut: 
Batas Utara : Kabupaten Pangkajene Kepulauan 
Batas Selatan : Kabupaten Gowa 
Batas Timur : Kabupaten Maros 
Batas Barat : Selat Makassar 
Secara administrasi Kota Makassar terbagi atas 14 
Kecamatan dan 142 Kelurahan dengan 885 RW dan 4446 RT.  
Berdasarkan pencatatan Stasiun meteorologi Maritim Paotere, 
secara rata-rata kelembaban udara sekitar 82,7 persen, 
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temperatur udara sekitar 26,5º-28,5ºc, dan rata-rata kecepatan 
angin 4,0 knot.28 
2. Kependudukan 
Penduduk Kota Makassar tahun 2011 tercatat sebanyak 
1.352.136 jiwa yang terdiri dari 667.681 laki-laki dan 684.455 
perempuan. 
 Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat 
ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin 
penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 97,55 persen, yang berarti 
setiap 100 penduduk wanita terdapat 98 penduduk laki-laki29 
 
3. Perindustrian Dan Ketenagakerjaan 
Sektor industri dapat dibedakan atas industri Besar, 
Sedang, Kecil dan Rumahtangga. Data mengenai industri Besar 
dan Sedang tersedia setiap tahun yang dikumpulkan dengan cara 
sensus lengkap. Sedangkan data industri Kecil dan Rumah tangga 
tidak tersedia setiap tahun. Perusahaan industri di kota Makassar 
tahun 2011 sebanyak 157 buah dengan jumlah tenaga kerja 
sebanyak 1.457 orang. Nilai output industri besar/sedang pada 
tahun 2011 sebesar 245.385.820.000 rupiah dengan nilai tambah 
atas harga pasar sebesar 110.033.136.000 rupiah. 
                                                          
28
 Makassar dalam angka 2011 
29
 Ibid 
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Pada tahun 2011 pencari kerja yang tercatat pada Dinas 
Tenaga Kerja kota Makassar sebanyak 4.317 orang yang terdiri 
dari laki-laki sebanyak 2.004 orang dan perempuan 2.343 orang. 
Dari keseluruhan oencari kerja tersebut, pekerja dengan tingkat 
pendidikan SMA menempati peringkat pertama yaitu sekitar 38,42 
persen disusul tingkat pendidikan Sarjana sekitar 34,54 persen.30 
 
4. Sistem Alih daya Di Kota Makassar 
Pada dasarnya terdapat dua jenis perjanjian kerja alih 
daya yang dijalankan dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia 
yaitu perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja alih daya dan 
perjanjian pemborongan pekerjaan. 
a. Penyediaan jasa tenaga kerja 
Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri 
Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan 
Sebagian Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Kepada 
Perusahaan Lain menyebutkan bahwa pekerjaan yang dapat 
diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja harus 
merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak 
berhubungan langsung dengan kegiatan inti perusahaan. 
                                                          
30
 Ibid 
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 Dengan demikian, terdapat lima jenis kegiatan 
penunjang yang bisa disediakan oleh perusahaan penyedia jasa 
alih daya yaitu  
1. pelayanan kebersihan (cleaning service),  
2. penyedia makanan bagi pekerja (catering),  
3. tenaga pengamanan (security),  
4. penyedia angkutan bagi pekerja. 
5. jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, 
Untuk menjalankan tugas dan fungsi perusahaannya, 
suatu perusahaan penyedia jasa pekerja harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
1. Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang 
didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
2. Memiliki tanda daftar perusahaan 
3. Memiliki izin usaha 
4. Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan 
5. Memiliki izin operasional 
6. Mempunyai kantor dan alamat tetap 
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7. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama 
perusahaan 
Izin operasional seperti yang dimaksud di atas, 
diajukan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja kepada 
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
provinsi tempat dimana operasional usaha tersebut 
dilaksanakan. Dalam hal ini, perusahaan penyedia jasa tenaga 
kerja yang menjalankan operasional perusahaannya di Kota 
Makassar maka perusahaan tersebut wajib memperoleh izin 
operasional perusahaannya pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi 
Sulawesi Selatan dengan melamprikan: 
a. Copy anggaran dasar yang di dalamnya memuat kegiatan 
usaha penyediaan jasa pekerja. 
b. Copy pengesahaan sebagai badan hukum Pertseroan 
terbatas (PT) 
c. Copy surat ijin usaha penyediaan jasa pekerja 
d. Copy tanda daftar perusahaan 
e. Copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan 
f. Copy pernyataan kepemilikan kantor atau bukti penyewaan 
kantor yang ditandatangani oleh pemimpin perusahaan 
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g. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama 
perusahaan 
Selanjutnya Dinas Tenaga Kerja Provinsi akan 
menerbitkan izin operasional terhadap permohonan yang telah 
memenuhi persyaratan dalam waktu paling lambat 14 (empat 
belas) hari kerja sejak permohonan diterima. Setelah izin 
operasional tersebut diterbitkn oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi 
akan ditembuskan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota 
yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Tenaga kerja Kota 
Makassar. 
Setelah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota 
Makassar, perusahaan dikenai wajib lapor ketenagakerjaan 
selama satu kali dalam setahun. Perusahaan penyedia jasa 
pekerja juga wajib mendaftarkan perjanjian kerja yang ia 
lakukan dengan perusahaan pengguna jasa yang memuat: 
a. jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja dari 
perusahaan penyedia jasa pekerja 
b. penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja 
bersedia menerima pekerja dari perusahaan penyedia jasa 
pekerja sebelumnya untuk jenis perusahaan yang terus-
menerus ada di perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal 
terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja 
60 
c. hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja 
dengan pekerja yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian 
kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu 
tertentu. 
d. Perjanjian penyediaan jasa pekerja antara perusahaan 
pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa 
pekerja harus didaftarakan kepada instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan. 
Selain itu, perusahaan penyedia jasa pekerja juga 
harus membuat perjanjian dengan pekerja sendiri yang memuat: 
1. Jaminan kelangsungan kerja 
2. Jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang diperjanjikan yaitu: 
a. Hak atas cuti apabila telah memenuhi syarat masa kerja 
b. Hak atas jaminan sosial  
c. Hak atas tunjangan hari raya 
d. Hak istirahat paling singkat satu hari dalam satu minggu 
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e. Hak menerima ganti rugi dalam hal hubungan kerja 
diakhiri oleh perusahaan penyedia jasa pekerja sebelum 
perjanjian kerja berakhir bukan karena kesalahan pekerja 
f. Hak atas penyesuaian upah yang diperhitungkan dari 
akumulasi masa kerja yang telah dilalui 
g. Hak-hak lain yang telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan atau perjanjian kerja sebelumnya. 
3. Jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian 
perusahaan penyedia jasa pekerja untuk menetapkan upah. 
Untuk itu perusahan perlu membuat skala upah yang 
disesuaikan dengan masa kerja pekerja. 
b. Pemborongan pekerjan 
Bentuk yang kedua yaitu pemborongan pekerjaan. 
Pemborongan pekerjaan adalah tindakan perusahaan yang 
menyerahkan sebagian pelaksanaan kepada perusahaan lain 
melalui perjanjian tertulis dengan memenuhi syarat-syarat 
tertentu dimana dalam pemborongan pekerjaan tersebut tenaga 
kerja borongan melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima 
upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja. 
Pada peraturan yang sama, yakni Peraturan Menteri Nomor 19 
Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagaian 
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Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain yang 
menetapkan tentang syarat-syarat pemborongan pekerjaan 
yaitu: 
1. Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan 
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan 
penerima pemborongan. 
2. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung 
dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi 
penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar 
sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan 
pemberi pekerjaan 
3. Merupakan kegiatan penunjang secara keseluruhan. Artinya 
kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan 
memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan 
alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan 
oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan 
perundang-undangan 
4. Tidak menghambat proses produksi secara langsung. 
Artinya kegiatan tresebut merupakan kegiatan tambahan 
yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi 
pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan 
sebagaimana mestinya. 
63 
Kemudian dijelaskan pada Surat Edaran Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 
SE.01/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanan Peraturan 
Menteri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat 
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada 
Perusahaan Lain bahwa asosiasi sektor usaha yang dimaksud 
di atas merupakan perkumpulan perusahaan yang mempunyai 
bidang usaha yang sama dan sejenis yang betugas untuk 
membuat alur kegiatan dalam suatu perusahaan dari awal 
sampai akhir dan menentukan kegiatan penunjang dan kegiatan 
pokok dalam suatu perusahaan.  
Perusahaan dapat mengikuti lebih dari satu asosiasi 
sektor usaha, namun perusahaan hanya dapat mengacu pada 
satu asosiasi sektor usaha saja dalam penetapan alur proses 
kegiatan pekerjaan tersebut. Alur yang dibuat oleh asosiasi 
sektor usaha inilah yang dipergunakan sebagai landasan oleh 
suatu perusahaan dalam melakukan penyerahan sebagian 
pelaksanaan pekerjaan perusahaannya melalui pemborongan 
pekerjaan. 
Perusahaan penerima pemborongan harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut:  
1. berbentuk badan hukum 
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2. memiliki tanda daftar perusahaan 
3. memiliki izin usaha. 
4. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan.  
Selain itu, perusahaan pengguna jasa borongan juga 
wajib mendaftarkan perjanjian kerja borongan pada 
perusahaannya pada instansi terkait di wilayah Kabupaten/Kota 
dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar dan wajib 
melampirkan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak serta 
menjamin terpenuhinya hak-hak dan syarat-syarat pekerja 
sesuai pertauran perundang-undangan. 
Namun, sebelum melakukan proses perjanjian 
perusahaan melaporkan dulu jenis pekerjaan penunjang yang 
dibuat oleh asosiasi sektor usaha tempat perusahaan tersebut 
bernaung. Tata cara penentuan alur kegiatan penunjang 
tersebut yaitu pertama-tama masing-masing perusahaan yang 
tergabung dalam asosiasi sektor usaha mengajukan alur 
kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan kepada asosiasi sektor 
usaha tersebut. Berdasarkan pengajuan alur kegiatan proses 
pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan tersebut, asosiasi 
sektor usaha membahas secara bersama-sama dengan para 
anggotanya. Hasil pembahasan dijadikan bahan masukan 
asosiasi sektor usaha dalam menetapkan alur kegiatan proses 
65 
pelaksanaan pekerjaan untuk sektor usaha yang bersangkutan. 
Dalam menetapkan alur tersebut, asosiasi sektor usaha dapat 
membuat lebih dari satu alur sesuai dengan kondisi bidang 
usaha. Setelah dibuatkan alur kegiatan proses pelaksanaan 
pekerjaan oleh asosiasi sektor usaha, alur kegaiatan tersebut 
diajukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar untuk 
dilaporkan dan didaftarkan. 
Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan 
asosiasi sektor usaha, misalnya jika asosiasi sektor usaha 
belum terbentuk maka perusahaan wajib membentuk asosaisi 
sektor usaha bersama perusahaan lain pada sektor usaha yang 
sejenis dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang 
Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan 
Kepada Perusahaan Lain.  
Jika bisnis sektor bersifat tunggal, dalam artian hanya 
terdapat satu perusahaan pada satu sektor usaha sehingga 
tidak memungkinkan untuk membuat asosiasi sektor usaha, 
maka perusahaan dapat membuat alur kegiatan proses 
pelaksanan pekerjaan yang selanjutnya disampaikan kepada 
Kementrian atau Pembina Sektor untuk ditetapkan sebagai alur 
kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, jika dalam 
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satu sektor bisnis namun terdapat lebih dari satu asosiasi sektor 
usaha maka perusahaan hanya dapat menggunakan alur 
kegiatan proses pelaksanan pekerjaan dari satu asosisasi 
sektor usaha saja dimana perusahaan yang bersangkutan 
menjadi anggota. 
c. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Alih daya 
Setelah mengetahui alur pelaksanaan kedua jenis 
sistem alih daya di atas. Menurut penulis sistem alih daya ini 
banyak menguntungkan pihak perusahaan dan justru 
menyengsarakan para pekerja. Dengan sistem alih daya tentu 
memudahkan perusahan dalam mengurus penyelenggaraan 
pekerjaan inti dalam perusahaannya sebab segala sesuatu 
yang berkaitan dengan pekerjaan penunjang telah diserahkan 
pada perusahaan pemborongan pekerjan maupun penyedia 
jasa pekerja mulai dari urusan perekrutan, pelatihan dan 
pembinaan, pengawasan bahkan sampai urusan cuti dan PHK. 
Dengan demikian perusahaan dapat fokus pada masalah 
produksi dan manajemen inti perusahaan guna meningkatkan 
pendapatan dan pengembangan usaha. 
Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
dan Perturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 
Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian 
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Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain diharapkan 
mampu mengatur sistem alih daya agar adil dan 
menguntungkan semua pihak baik perusahaan pengguna jasa 
maupun pekerja. Tapi ternyata peraturan ini belum sepenuhnya 
mampu mendorong tingkat kesejahteraan pekerja karena 
peraturan ini hanya mengatur tentang tata cara penyerahan 
sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain namun tidak 
memberikan kejelasan hubungan antara pekerja dan 
perusahaan pengguna jasa. Kondisi ini memungkinkan 
perusahaan melepaskan tanggungjawab dari berbagai jaminan 
sosial serta kelangsungan hidup pekerja.  
Dalam berbagai peraturan ketenagakerjaan sama 
sekali tidak dijelaskan secara terperinci mengenai pengertian 
sistem alih daya. Dasar hukum yang diambil mengenai sistem 
alih daya sendiri yaitu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang ketenagakerjaan yang termaktub dalam pasal 64 
yang mengatakan 
“Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanan 
pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian 
pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang 
dibuat secara tertulis” 
Dari defenisi di atas, alih daya diartikan sebagai 
penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada 
perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau 
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penyediaan jasa pekerja. Defenisi tersebut nampak bersumber 
dari perspektif ekonomi perusahaan saja yang hanya mewakili 
kebutuhan dan kepentingan pengusaha. Defenisi tersebut tidak 
menempatkan pekerja sebagai bagian dari kepentingan sistem 
tersebut, dimana pekerja merupakan objek dari alih daya itu 
sendiri.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
juga dijelaskan bahwa terdapat dua jenis perjanjian kerja yaitu 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja 
Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Namun tidak ada kejelasan 
sistem alih daya harus dilaksanakan dengan sistem Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu 
Tidak Tertentu (PKWTT). Kondisi ini membuat pengusaha bisa 
menjalankan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 
dengan mudah meskipun kegiatan tersebut tidak bersifat 
penunjang dan merupakan pekerjaan yang dikerjakan terus-
menerus. Perusahaan bisa mengontrak pekerja dengan jangka 
waktu tertentu kemudian setelah masa kontrak habis pekerja 
akan diberhentikan dan setelah itu dalam waktu satu atau dua 
bulan pekerja akan dikontrak kembali untuk bekerja dengan 
pekerjaan yang sama. Dalam hal ini, pekerja merupakan pihak 
yang tidak berdaya sebab adanya tuntutan untuk memenuhi 
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kebutuhan hidup sehingga dengan terpaksa menerima tawaran 
tersebut.  
Meskipun sistem kontrak dilakukan menggunakan 
jenis Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) namun 
tetap saja status pekerja adalah pekerja kontrak yang akan 
bekerja hanya pada jenis pekerjaan yang dikontrakkan. Tidak 
akan ada kenaikan jabatan meskipun pekerja memiliki kinerja 
yang baik. Selain itu, sistem kontrak tersebut membuat pekerja 
akan dengan mudah diberhentikan oleh perusahaan jika terjadi 
permasalahan dalam pengelolaan dan manajemen perusahaan, 
tentu PHK ini diberlakukan tanpa memberikan pesangon bagi 
para pekerja alih daya.  
Selain permasalahan di atas, jika kita berbicara 
tentang perbedaan antara pekerja tetap dan pekerja kontrak 
tentu terdapat perbedaan antara keduanya. Pekerja tetap 
berada dibawah tanggung jawab perusahaan untuk menjamin 
berbagai jaminan soial tenaga kerja (JAMSOSTEK), THR, 
Pesangon jika terPHK dan uang pensiun. Sistem alih daya yang 
menggunakan sistem kontrak atau pekerja yang berstatus tidak 
tetap mengakibatkan perusahaan hanya bertanggungjawab 
memberikan gaji sesuai dengan standar Upah Minimum Pekerja 
(UMP), tidak lebih. Perusahaan tidak dikenai kewajiban 
70 
memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta berbagai 
tunjangan seperti yang didapatkan oleh pegawai tetap. Seperti 
itulah dengan mudahnya perusahaan pengguna jasa dapat 
melepaskan tanggung jawab atas para pekerja. Sebab segala 
sesuatunya menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa. 
dalam berbagai perturan tentang ketenagakerjaan pun tidak 
menjelaskan seperti apa hubungan antara pekerja dan 
perusahaan pengguna jasa maupun pekerja dan perusahaan 
penyedia jasa sehingga kondisi pekerja semakin tidak jelas. 
Dalam Perturan Menteri Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat 
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada 
Perusahaan Lain juga disebutkan bahwa lima kegiatan jasa 
penunjang yang dapat diserahkan pekerjaannya kepada 
perusaahaan lain yaitu usaha pelayanan kebersihan (cleaning 
service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja (catering), 
usaha tenaga pengaman (Security), usaha penyediaan 
angkutan bagi pekerja/buruh dan usaha jasa penunjang di 
pertambangan dan perminyakan. 
Dari kelima jenis pekerjaan di atas, jenis pekerjaan 
yang terakhir yaitu usaha jasa penunjang di pertambangan dan 
perminyakan tidak dijelaskan secara terperinci usaha seperti 
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apa yang dimaksud. Ketidak jelasan jenis pekerjaan penunjang 
yang dimaksud memungkinkan perusahaan menggunakan 
kesempatan untuk mempekerjakan berbagai pekerjaan yang 
meskipun bukan kegiatan penunjang tapi dijalankan dengan 
sistem alih daya. 
Satu fenomena yang penulis temukan terhadap 
kondisi pekerja alih daya berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan oleh penulis terhadap salah satu pegawai cleaning 
service bernama Sumarni yang bekerja di salah satu unviersitas 
ternama di Kota Makassar mengatakan: 
“gaji saya satu bulan cuma satu juta seratus ribu rupiah. 
Sebenarnya ada dua juta seratus ribu, tapi dipotong sama 
perusahaan tempatku bergabung. Kalau masalah THR saya 
Cuma dikasi seratus ribu”31 
Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa 
masih terdapat pekerja yang belum memperoleh upah sesuai 
dengan standar Upah minimum Pekerja (UMP) yang ada di Kota 
Makassar yaitu sejumlah Rp 1.900.000 sebab perusahaan 
penyedia jasa pekerja tempatnya bernaung melakukan 
pemotongan upah terhadap pekerja yang ada di 
perusahaannya. 
                                                          
31
 Wawancara dilakukan tanggal 10 Februari 2014 
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Selanjutnya, ketika saya menanyakan tentang cuti, 
Sumarni menjawab 
“kita disini tidak ada cuti. Cuma boleh izin kalau sakit, itupun 
Cuma dua hari saja. Kalau lebih kita dapat teguran dari bagian 
pengawasnya perusahaanku. Apalagi kalau mau cuti hamil, 
tidak ada memangmi. Pokoknya kalau hamil dan mau 
melahirkan, kita keluar dari perusahaan. Nanti kalau sudah bisa 
kerja, daftar lagi di perusahaan.”32 
Dari hasil wawancara dengan Sumarni tersebut, 
penulis berpendapat bahwa masih terdapat kelemahan dalam 
hal pengawasan sistem alih daya, utamanya jaminan 
terpenuhinya hak-hak pekerja. Kondisi ini pun juga sangat tak 
sesuai dengan amanah UUD 1945 bahwa setiap warga negara 
Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 
 
B. Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota 
Makassar Terhadap Sistem Alih Daya Di Kota Makassar 
 Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Dinas Tenaga 
Kerja Kota Makassar dalam melakukan pengawasan terhadap sistem 
alih daya di Kota Makassar maka penulis melakukan penelitian di 
Dinas Tenaga Kerja tersebut.  
                                                          
32
 Wawancara dilakukan tanggal 10 Februari 2014 
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Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar terletak di Jalan A.P. 
Pettarani Makassar. Dibawah kepemimpinan Andi Bukti Djufrie, SP. 
MSi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 
2009 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Kota Makassar yang menyebutkan bahwa Susunan Organisasi 
Dinas Tenaga Kerja terdiri atas 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Subbagian Keuangan; 
3. Subbagian Perlengkapan. 
c. Bidang Perencanaan, Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja, 
terdiri atas: 
1. Seksi Perencanaan Tenaga Kerja; 
2. Seksi Perluasan Kerja; 
3. Seksi Penempatan Tenaga Kerja. 
d. Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kerja, terdiri atas: 
1. Seksi Pelatihan Keterampilan Kerja; 
2. Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja; 
3. Seksi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja. 
e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan 
Kesejahteraan, terdiri atas: 
1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja; 
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2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 
3. Seksi Kesejahteraan Pekerja. 
f. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan, terdiri 
atas: 
1. Seksi Pengawasan Norma Kerja;  
2. Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); 
3. Seksi Perlindungan Ketenagakerjaan. 
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
Berdasarkan peraturan di atas, maka gambaran tentang 
struktur kepengurursan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar adalah 
sebagai berikut: 
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Untuk melakukan pengawasan terhadap sistem 
outrsourcing maka perlu diketahui jumlah penyedia tenaga kerja 
borongan dan perusahaan penyedia jasa pekerja yang ada di Kota 
Makassar. Maka dari itu, perusahaan yang pelaksanaan usahanya 
berada di Kota Makassar wajib membuat izin operasional 
perusahaan Pada Dinas Tenaga kerja Provinsi Sulawesi Selatan 
yang kemudin bertugas menerbitkan surat izin operasional 
perusahaan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah 
pendaftaran izin operasional oleh perusahaan kemudian izin 
tersebut akan ditembuskan pada Dinas Tenaga Kerja Kota 
Makassar. Setelah memperoleh izin operasional dan dinyatakan 
terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makkassar, selanjutnya 
perusahaan pengguna dan penyedia jasa tenaga kerja borongan 
wajib mendaftarkan perjanjian penyediaan jasa atau pemborongan 
pekerjaan yang akan dilakukan. 
Setelah memperoleh izin operasional, perusahaan 
dikenai wajib lapor ketenagakerjaan secara berkala, yaitu sekali 
dalam setahun pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Dalam 
wajib lapor tersebut perusahaan wajib melampirkan izin 
operasional, bukti pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan 
maupun perjanjian penyediaan jasa pekerja kepada Dinas Tenaga 
Kerja Kota Makassar. 
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Berdasarkan cara perizinan tersebut, pada tahun 2014 
tercatat sejumlah 61 perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang 
berada di Kota Makassar yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota 
Makassar baik itu milik pemerintah maupun swasta. Adapun daftar 
perusahaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut 
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NO 
NOMOR 
PENDAF
TARAN 
TAHUN 
PENDAF
TARAN 
TAHUN    
PENDI
RIAN 
STATUS 
PEMILIKAN 
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT PERUSAHAAN 
1 6091 2012 2008 Asal Negara ISS Indonesia Cabang Makassar, PT Jl. Veteran Utara No. 189 
2 5975 2011 2010 Swasta Dapensi Trio Usaha, PT Jl. A.P. Pettarani Makassar 
3 5968 2011 2009 Swasta Prima Karya Sarana Sejahtera, PT Jl. Sungai Saddang Makassar 
4 5623 2010 2005 Swasta Sumber Karya Klin, PT Jl. Jipang Raya No. 35 Makassar 
5 6104 2013 2000 Swasta Kliman Perkasa, CV BTN Bulurokeng Permai Blok 52/15 Makassar 
6 6442 2013 2013 Swasta Surya Buakana Lestari, PT Jl. Skarda N Komp.Mangasa Permai Blok W/2 
7 6424 2013 2002 Swasta Daya Mitra Serasi, PT Jl.. Racing Centre II No. 2 Makassar 
8 6425 2013 2008 Swasta Dana Multi Global Mandiri, PT Jl. Rappocini Raya No. 2 Makassar 
9 5608 2006 2003 Swasta Amelia Pratama Jaya, PT Jl. Amirullah No. 26 C Makassar 
10 4688 2003 2000 Swasta Koperasi Purnantam Makassar,  Jl. DR. Sam Ratulangi No. 60 Makassar 
11 6440 2013 2011 Swasta Tameng Nusantara Timur, PT Jl. Dr Sam Ratulangi No. 60 Makassar 
12 4511 2005 2005 Swasta Kinerja Cahaya Abadi, PT Jl. Depasawi Luar No. 198 Makassar 
13 6432 2013 2012 Swasta Aflah Falah, PT Jl. Lasuloro Raya No. 97/42 Blok I Antang  
14 175 2007 2007 Swasta Viscarindo Prima Nusantara, PT Jl. Rappocini Raya No. 225 Makassar 
15 6403 2013 2013 Swasta Sumber Daya Timika Abadi, PT Jl. A.P.Pettarani Ruko Zamrud No.1 Makassar 
16 6378 2013 2013 Swasta Reka Wahana Mulya, PT Jl. Raya Barukia, Ruko C Perum Bukit Baruga Antang 
17 6122 2011 2010 Swasta Safety Barometer Indonesia, PT Jl. Perintis Kemerdekaan km.15 No. F423 Makassar 
18 6391 2013 2012 Swasta Karya Resky Maharani Jl. Bougenville Makassar 
19 6132 2013 2008 Swasta Buana Sangrapuan Jl. Palem Mas Tanjung Merdeka Makassar 
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20 5986 2011 2009 Swasta Prima Karya Sarana Sejahtera, PT Jl. A.P.Pettarani Makassar 
21 4303 2004 2000 Swasta Cahaya Buana Jaya, CV Jl. Pelita Raya 2 Lr.3A/44 
22 6121 2013 2008 Swasta IFS Fasility Service, PT Jl. Veteran Utara No. 198 
23 6457 2013 2013 Swasta Mitra Sejati, PT Jl. Garuda No. 1 Makassar 
24 6105 2013 2013 Swasta Hasrat Insan Nurani, PT Jl. Barawaja II Makassar 
25 5134 2013 2008 Swasta Prima Swadharma Makassar, PT Jl. A.P. Pettarani 18 Blok A No. 56 Makassar 
26 6253 2012 2012 Swasta Infomedia Solusi Humanika, PT Jl. Urip Sumoharjo (Graha Pena Lt.5) Makassar 
27 6221 2012 2003 Swasta Mutualplus Global Resources Makassar Jl. Tupai No. 94 Makassar 
28 6538 2013 2012 Swasta Putra Anugrah Perkasa, PT Jl. Pongtiku No. 100/131 Makassar 
29 6447 2013 2011 Swasta Cahaya Putra Bersama 
Jl. Skarda N Komp.Mangasa Permai Blok VI/1 
Makassar 
30 5134 2008 2008 Swasta Prima, PT Jl. A.P.Pettarani 18 Blok A No. 56 Makassar 
31 4688 2013 2013 Swasta Purnantam Mandiri Makassar, PT Jl. DR. Sam Ratulangi No.60 Makassar 
32 6586 2013 2006 Swasta Brevo Satria Perkasa, PT Jl. A.P.Pettarani Ruko Zamrut Makassar 
33 6568 2013 2013 Swasta Intrias Mandiri Sejati, PT Jl. A.P.Pettarani Ruko Bisnis Centre Sardonik No.19 
34 5997 2011 2010 Swasta Karya Putra Surya Cemerlang, PT Jl. Adhyaksa Raya No. 90 Makassar 
35 6657 2013 1993 Swasta 
Securindo Packatama Indonesia 
Makassar, PT 
Jl. Adhiyaksa V No. 16 
36 6614 2013 2007 Swasta Inaben Jaya Nusantara Jl. A.P.Pettarani Ruko New Zamrud E No 15 makassar 
37 6638 2013 2006 Swasta Advanced Career Indonesia, PT Jl. Cendrawasih V No. 2 Makassar 
38 6031 2011 2008 Swasta Universal Anugerah Servindo, PT Jl. S. Saddang Baru No. 15 Makassar 
39 6630 2013 2008 Swasta Binayasa Karya Pratama, PT Jl. Kajaolaliddong No. 4 Makassar 
40 6613 2012 2007 Swasta Swakarya Insan Mandiri, PT Jl. Cendrawasih Komp. Cendfrawasih Square No.A9 
41 6631 2013 2006 Swasta Personal Alim Daya, PT Jl. Slamet Riyadi No. 4 Makassar 
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42 6632 2013 2008 Swasta Wahana Inti Narenda, PT Jl. Cendrawasih Komp. Cendfrawasih Square No.A9 
43 6636 2013 2013 Swasta CC Internasional Security, PT Jl. Pelita Raya No. 34 B Makassar 
44 6633 2013 2005 Swasta Cakra Satya Internusa, PT Jl. Adhyaksa Baru No. 1 Makassar 
45 6639 2013 2010 Swasta Persoma Prima Utama, PT Jl. A.P.Pettarani Ruko New Zamrud E No 13 makassar 
46 6625 2013 2005 Swasta Bina Talenta, PT Jl. Urip Sumoharjo (Graha Pena lt.11) Makassar 
47 6645 2013 2000 Swasta Duta Griya Sarana, PT Jl. Mentimun Timur No.51/63 Makassar 
48 6642 2013 2010 Swasta Spektra Solusindo, PT Jl. Jend. Sudirman Makassar 
49 3035 2010 2004 Swasta Tamesti Paliksa Sejahtera, PT Jl. Topaz Raya Blok GA 15 No.11A 
50 5193 2009 2007 Swasta Tuza Mandiri, PT Jl. Racing Centre II No.4 Makassar 
51 6653 2013 2004 Swasta Topadatindo, PT Jl. Palem No.5 Taman Losari Tanjung Bunga Makassar 
52 6659 2013 2009 Swasta Putri Nadani Jaya Nusantara, PT Jl. Muh. Tahir Komp. Griya Kumala Nas E/02 
53 6663 2013 2010 Swasta Seruni Sarana Sejahtera, PT BTN Mangga Tiga B9/19 Makassar 
54 6660 2013 2013 Swasta Purna Kreasi Sejahtera Jl. Botolempangan No. 27 Makassar 
55 6665 2013 2013 Swasta Jasa Swadaya Utama, PT Jl. Metro Tanjung Bunga Komp. Trans Studio Makassar 
56 3857 2010 2008 Swasta Srikandi Inti Lestari Jl. S. Saddang No. 1 Makassar  
57 5603 2010 2005 Swasta Sumber karya Klin, PT Jl. Jipang Raya No. 35 Makassar 
58 6705 2014 2013 Swasta Perdana Manggara, PT Jl. Kedamaian Selatan I Blok F No. 470 makassar 
59 6704 2012 2012 Swasta Sinar Anugrah Artha Mulia, PT Jl. Rusa No. 36 Makassar 
60 6713 2014 2014 Swasta Kinarya Alihdaya Mandiri, PT Jl. A.P. Pettarani No. 18A 7/9 Makassar 
61 6722 2014 2014 Swasta Serasi Transportasi Nusantara, PT Jl. Prof. Abdurrahaman Basalama No. 2 Makassar 
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Pasal 1 ayat 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan pengawasan 
ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang 
ketenagakerjaan  
Pengawasan ketenagakerjaan sendiri berfungsi untuk : 
a. menjamin penegakan ketentuan hukum mengenai kondisi kerja 
dan perlindungan pekerja saat melaksanakan pekerjaannya, 
seperti ketentuan yang berkaitan dengan jam kerja, 
pengupahan, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan, 
penggunaan pekerja anak dan orang muda serta masalah-
masalah lain yang terkait, sepanjang ketentuan tersebut dapat 
ditegakkan oleh pengawas ketenagakerjaan. 
b. memberikan keterangan teknis dan nasehat kepada pengusaha 
dan pekerja mengenai cara yang paling efektif untuk menaati 
ketentuan hukum. 
c. memberitahukan kepada pihak yang berwenang mengenai 
terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan yang secara 
khusus tidak diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku 
Dalam melakukan pengawasan terhadap sistem alih 
daya di Kota Makassar sesuai dengan Peraturan Wali Kota 
Makassar Nomor 31 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan 
Struktural Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Bidang 
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Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan mempunyai 
tugas menyusun konsep kebijakan, mengkoordinasikan, membina, 
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi pengawasan 
dan perlindungan ketenagakerjaan.  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di 
atas Bidang Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan 
bertugas: 
a. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis 
perlindungan ketenagakerjaan; 
b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
pengendalian teknis pemberian perlindungan 
ketenagakerjaan; 
c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan pada 
perusahaan yang meliputi pemeriksaan norma kerja, 
peraturan jamsostek, kesehatan kerja secara berkala; 
d. menyiapkan bahan penyuluhan atau pembinaan dalam badan-
badan swasta yang mengelola jaminan sosial (Jamsos) 
perlindungan tenaga kerja; 
e. mengelola administrasi urusan tertentu. 
Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada Dinas 
Tenaga Kerja Kota Makassar yang lingkup tugas dan 
tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah 
Kota Makassar adalah unit kerja yang menangani urusan di bidang 
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ketenagakerjaan di Kota Makssar yang selanjutnya disebut 
sebagai Pengawas Kretenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan 
ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan 
dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan. 
Sebelum menjabat sebagai pegawai pengawas 
ketenagakerjaan, seluruh calon pegawai terlebih dahulu mengikuti 
pendidikan dan pelatihan pegawai pengawas ketenagakerjaan 
selama delapan bulan. Pendidikan dan pelatihan tersebut 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas pegawai pengawas 
ketenagakerjaan dalam hal pemahaman peraturan dan tata cara 
pengawasan ketenagakerjaan, penysusunan rencana kerja, dan 
bimbingan teknis pelaksaaan pengawasan ketenagakerjaan. 
Peserta pendidikan dan pelatihan pengawasan 
ketenagakerjaan yang dinyatakan lulus dan memenuhi 
persyaratan, ditunjuk sebagai pengawas ketenagakerjaan oleh 
Menteri. Pengawas ketenagakerjaan diangkat dan ditugaskan 
dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan serta 
ditempatkan di unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada 
instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang 
ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan 
pemerintah kabupaten/kota. 
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Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sendiri 
terdapat 10 (sepuluh) orang pegawai pengawas ketenagakerjaan 
yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Sementara itu 2 (dua) 
orang calon pengawas ketenagakerjaan sedang menjalani proses 
pendidikan dan pelatihan. 
Berdasarkan hasil wawancara yang peulis lakukan 
pada Bapak Hariansyah S.H selaku Kepala Bagian Pengawasan 
Tenaga Kerja Kota Makassar,33 dalam melakukan pengawasan 
terhadap sistem alih daya di Kota Makassar. Dinas tenaga kerja 
melakukan: 
1. Pembinaan : Pembinaan ini dilakukan  dalam bentuk 
sosialisasi dan penyuluhan di perusahaan-perusahaan yang 
terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar tentang Undang-
Undang dan pertauran lain yang berkaitan tentang 
ketenagakerjaan sehingga semua pihak dalam perusahaan 
mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi tugas, 
wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam 
suatu perusahaan. 
2. Pemeriksaan  : Pemeriksaan ini dilakukan setelah 
memperoleh data wajib lapor ketenagakerjaan yang wajib 
dilaporkan oleh setiap perusahaan secara berkala yaitu sekali 
                                                          
33
 Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Januari 2014 
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dalam setahun. Laporan tersebut memuat tentang data 
ketenagakerjaan serta pelaksanaan sistem ketenagakerjaan 
sesuai dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang 
telah disosialisasikan oleh pengawas ketenagakerjaan. 
Termasuk memuat tentang perjanjian dan kontrak kerja yang 
dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dengan 
perusahaan pengguna jasa, begitupun perusahaan pengguna 
jasa yang menggunakan sistem pemborongan wajib 
menyertakan alur pekerjaan yang dibuat oeh Asosiasi Sektor 
Usaha serta perjanjian pemborongan pekerjaan. Pemeriksaan 
ini dilakukan dengan turun langsung ke perusahaan yang ada 
dan menyesuaikan data yang diperoleh dari wajib lapor 
ketenagakerjaan dengan fakta di lapangan. Selain itu, juga 
menyesuaikan apakah fakta di lapangan yang dilakukan telah 
sesuai dengan undang-undang dan pertauran lainnya tentang 
ketenagakerjaan. 
3. Pengawasan : Setelah melakukan pemeriksaan, pengawas 
ketenagakerjaan tetap melakukan pengawasan terhadap 
perusahaan untuk mengetahui apakah peraturan tentang 
ketenagakerjaan terkait hak-hak pekerja ataupun pertauran 
yang ditetapkan perusahaan tetap dijalankan. 
Dari hasil pemeriksaan dan pengawasan yang 
dilakukan, jika terdapat pelanggaran undang-undang dan 
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ketidaksesuaian antara data laporan dengan fakta di lapangan 
maka pegawai pengawas ketenagakerjaan berwenang 
mengeluarkan Nota Pemeriksaan Pertama yaitu berupa teguran 
pertama bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran. 
Jika nota pemerikasaan pertama telah diberikan namun 
dalam jangka waktu tiga bulan masih terjadi pelanggaran di 
perusahaan yang sama maka pegawai pengawas ketenagakerjaan 
akan mengeluarkan Nota Pemeriksaan yang kedua. 
Jika dalam jangka waktu tiga bulan berikutnya masih 
terjadi pelanggaran maka pegawai pengawas ketenagakerjaan 
berwenang melakukan pembekuan yaitu pengehentian sementara 
kegiatan perusahaan. Setelah itu, pegawai pengawas 
ketenagakerjaan akan membuat laporan kejadian yang kemudian 
diserahkan kepada Kepala Badan Pengawasan yang ada Dinas 
Tenaga Kerja Kota Makassar. Menindaklanjuti laporan tersebut, 
badan pengawas akan membentuk penyidik khusus 
ketenagakerjaan yang berwenang untuk: 
1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta 
keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;. 
2. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 
melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. 
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3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan 
hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
ketenagakerjaan.  
4. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang 
bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenaga kerjaan. 
5. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain 
tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. 
6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. 
7. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti 
yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang 
ketenagakerjaan. 
Jika hasil penyidikan membuktikan bahwa perusahaan 
bersalah maka Dinas Tenaga kerja Kota Makassar mengajukan 
rekomendasi pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan 
untuk melakukan pencabutan izin operasional perusahaan 
penyedia jasa pekerja.  
Adapun alur koordinasi pengawasan ketenagakerjaan 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 
Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketengakerjaan menjelaskan 
bahwa terdapat dua alur koordinasi unit kerja pengawasan 
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ketenagakerjaan yaitu koordinasi tingkat nasional dan koordinasi 
tingkat provinsi.  
Hasil pelaksanaan pengawasan ketengakaerjaan 
Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Bupati/Walikota kemudian 
Bupati/Walikota melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan 
ketenagakerjaan di wilayahnya di kepada Gubernur. Hasil 
pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi dilaporkan 
kepada gubernur selanjutnya gubernur melaporkan hasil 
pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di wilayahnya kepada 
menteri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. Terakhir 
menteri melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan 
ketenagakerjaan secara nasional kepada presiden. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi unit 
pengawasan ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan tata cara pelaporan 
pengawasan ketenagakerjaan diatur oleh menteri dengan 
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kewenangan 
Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar Terhadap Sistem 
Alih Daya Di Kota Makassar 
Dalam melakukan pengawasan terhadap sistem alih daya 
di Kota Makassar terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi 
diantaranya: 
1. Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan 
Dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan. 
Terdapat 10 orang pegawai pengawas ketenagakerjaan yang 
mengawasi sekitar  perusahaan yang ada di Kota Makassar. 
Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan bersama bapak 
Ariansyah selaku kepala bagian pengawasan ketenagakerjaan34 
mengatakan bahwa dalam melakukan pengawasan kendala yang 
dihadapi minimnya tenaga pengawas yang tersedia. Idealnya satu 
orang mengawasi empat atau lima perusahaan. Namun jika satu 
pengawas harus mengawasi sepuluh bahkan lebih banyak 
perusahaan yang ada di Kota Makassar maka tidak akan maksimal 
dalam melakukan pengawasan. Untuk itu Dinas Tenaga Kerja Kota 
Makassar akan mengajukan permohonan penambahan tenaga 
pengawas kepada Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
                                                          
34
 Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Januari 2014 
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2. Izin Operasional Perusahaan 
Sistem perizinan sesuai dengan Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang 
Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan 
Kepada Perusahaan Lain menjelaskan tentang peraturan izin 
operasinal perusahaan penyedia jasa sebagai berikut: 
1. Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 
diajukan permohonannya oleh perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh kepada instansi yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan provinsi tempat pelaksanaan 
pekerjaan. 
2. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
provinsi menerbitkan izin operasional terhadap permohonan 
yang telah memenuhi persyaratan dan perpanjangan izin 
operasional tersebut. 
3. Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dapat 
dicabut oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagkaerjaan provinsi berdasarkan rekomendasi dari instansi 
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
Kabupaten/Kota. 
Berdasarkan peraturan di atas, menurut Bapak 
Ariansyah selaku kepala bagian pengawas ketenagakerjan, 
seringkali terjadi miskomunikasi antara Dinas Tenaga Kerja 
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Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dinas Tenaga Kerja Kota 
Makassar. Data perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang 
telah memperoleh izin usaha terkadang terlambat ditembuskan 
sehingga memperlambat pula penanganan yang dilakukan 
termasuk pengawasan pada perusahaan tersebut. 
Selain itu, banyaknya perusahaan yang belum 
menerbitkan izin operasional perusahaannya namun tetap 
beroperasi juga menjadi masalah tersendiri. Belum ada aturan tata 
cara penanganan yang harus dilakukan terhadap perusahaan-
perusahaan yang beroperasi tanpa adanya izin operasional 
tersebut. 
3. Alur Kordinasi Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar 
Alur koordinasi pengawasan seperti yang dijelaskan pada 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 
Tentang Pengawasan bahwa hanya terdapat dua alur koordinasi 
pengawasan yaitu alur koordinasi tingkat nasional dan koordinasi 
tingkat provinsi. Dengan demikian jika terdapat permasalahan yang 
ditemukan setelah melakukan pengawasan, dinas Tenaga Kerja 
Kota Makassar harus melaporkan terlebih dahulu kepada Dinas 
Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi-Selatan. Hal ini menimbulkan 
lambatnya penanganan yang diberikan terhadap perusahaan yang 
bermasalah tersebut. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
1. Kewenangan pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar 
terhadap sistem alih daya di Kota Makassar tertuang dalam 
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan 
Ketenagakerjaan. Namun hal tersebut belum bisa dilakukan secara 
maksimal mengingat masih banyaknya kendala-kendala seperti 
minimnnya sumber daya pegawai pengawas tenaga kerja serta 
dibutuhkannya peraturan daerah untuk menyempurnakan 
peraturan-peraturan yang ada. 
2. Faktor-faktor yang memepengaruhi Dinas Tenaga Kerja Kota 
Makassar dalam melakukan pengwasan terhadap sistem alih daya 
di Kota Makassar adalah mengenai jumlah tenag pengawas 
ketenagakerjaan yang minim, sistem pemberian izin operasional 
dan alur koordinasi pengawasan.  
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B. Saran 
1. Jumlah pegawai pengawas yang minim sementara jumlah 
perusahaan yang terlalu banyak harus diatasi dengan tambahan 
jumlah pegawai pengawasn yang berkualitas sehingga kegiatan 
pengawasan sistem alih daya dapat berjalan maksimal. 
2. Diperlukan adanya peraturan daerah yang khusus mengatur 
sistem alih daya sehingga dalam pengawasan yang dilakukan 
lebih maksimal dan hak-hak pekerja/buruh alih daya dapat 
terlaksana. Hal ini juga berguna untuk menetapkan alur 
perizinan dan koordinasi Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. 
Dengan adunya peraturan tersendiri mengenai alih daya di Kota 
Makassar memungkinkan adanya pengaturan mekanisme 
tersendiri oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar dalam 
melakukan pengawasan terhadap sistem alih daya sehingga 
bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah dimana setiap daerah diberi kesempatan 
untuk melakukan pengaturan daerahnya. 
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